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ABSTRAK 

Darinperspektif hukum positif, eksistensi Dewan PerwakilannRakyat (DPR) 

mendapat pengaturan melalui Undang-UndangnNomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, 

DPR, DPD, dannDPRD. Meskipun peraturan perundang-undangan ini telah 

menegaskan durasi masa jabatan anggota DPR sepanjang limantahun, namun tidak 

ditemukan ketentuan yang secara eksplisit membatasi berapa kali seseorang dapat 

menjabat. Kekosongan hukum mengenai pembatasan jumlah periode inilah yang 

menjadi objek kajian dalam penelitian tesis bertajuk "Pembatasan Periode Masa 

Jabatan DPR Perspektif Teori Pembatasan Kekuasaan". Studi ini dirancang untuk 

mengeksplorasi dua persoalan fundamental: pertama, dampak dari absennya regulasi 

pembatasan masa jabatan DPR terhadap arsitektur ketatanegaraan Indonesia; kedua, 

tinjauan teoritis pembatasan kekuasaan terhadap problematika dimaksud. 

Pendekatan penelitian hukum normatif dipilih sebagai metode utama dengan 

mengintegrasikan berbagai pendekatan analisis, meliputi pendekatannperundang-

undangan (statutenapproach), pendekatan kasus (case approach),npendekatan 

perbandingan (comparativenapproach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD dijadikan sebagai fokus utama dalam penelitiannini. Proses pengumpulan data 

dilaksanakan melalui studi dokumentasi dan observasi sistematis. Adapun landasan 

teoretis yang digunakan berpijak pada teori pembatasan kekuasaan yang 

menggarisbawahi urgensi pencegahan terhadap konsentrasi kekuasaan politik 

berlebihan. 

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tidak adanya regulasi yang 

membatasi periode jabatannanggota DPR dalam Undang-UndangnNomor 13 Tahun 

2019nmenimbulkan berbagai konsekuensi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan. 

Kekosongan norma ini dapat memicu terjadinya hegemoni kelompok politik 

partikular di lembaga legislatif, mengikis prinsip kepastian hukum, dan menghasilkan 

produk perundang-undangan yang cenderung konservatif serta elitis. Kebijakan 

hukum yang terbentuk lebih dominan merepresentasikan preferensi dan orientasi 

sosial dari kalangan elite politik ketimbang mengakomodasi aspirasi substansial dari 

masyarakat secara keseluruhan. 

Kata Kunci: Pembatasan, Pereode, Jabatan, DPR 
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ABSTRACT 

From a positive legal perspective, the existence of the People's Representative 

Council (DPR) is regulated by Law Number 13 of 2019 concerning the MPR, DPR, 

DPD, and DPRD. Although this legislation stipulates that the term of office for DPR 

members is five years, there is no provision that explicitly limits the number of times 

a person can serve. This legal vacuum regarding term limits is the subject of this 

thesis, entitled “Term Limits for the DPR from the Perspective of the Theory of Power 

Restrictions.” This study was designed to explore two fundamental issues: first, the 

impact of the absence of regulations limiting the term of office of the DPR on 

Indonesia's constitutional architecture; second, a theoretical review of the limitation 

of power in relation to the aforementioned issue. 

A normative legal research approach was chosen as the main method, 

integrating various analytical approaches, including the statutory approach, case 

approach, comparative approach, and conceptual approach. Law Number 17 of 2019 

concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD was used as the main focus of this study. 

The data collection process was carried out through documentation studies and 

systematic observation. The theoretical basis used was based on the theory of power 

limitation, which underlines the urgency of preventing excessive concentration of 

political power. 

Research findings indicate that the absence of regulations limiting the term of 

office of members of the House of Representatives in Law No. 13 of 2019 has 

significant consequences for the constitutional system. This normative vacuum can 

trigger the hegemony of particular political groups in the legislature, erode the 

principle of legal certainty, and result in legislation that tends to be conservative and 

elitist. The legal policies that are formed predominantly represent the preferences and 

social orientations of the political elite rather than accommodating the substantial 

aspirations of society as a whole. 

Keywords: Restrictions, Period, Position, House of Representatives 
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